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BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Adapun pembayaran THR Keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-
hal di bawah ini:

1 THR Keagamaan diberikan kepada:
a. Pekenaburuh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus
menerus atau lebih.
b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:

a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah

‘b Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kena 1 (satu) bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional
sesuai dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan upah.
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¢. Bag! pekeria/buruh yang bekeria berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1

(satu) bulan dihitung sebagai berikut: )



1) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau
lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

2) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas)
bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
tiap bulan selama masa kerja.

THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya
keagamaan.

Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR Keagamaan
dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menter
Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi
Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,

Berkenaan dengan hal tersebut, para gubernur hendaknya senantiasa
memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya
untuk melaksanakan pembayaran THR Keagamaan tepat waktu,

Untuk mengantisipasi timbuinya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR

Keagamaan, diharapkan masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan
Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum
Tunjangan Hari Raya Tahun 2019,

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan

penjelasan ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait diwilayah
Saudara

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan
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Tembusan:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Kerja,
4. Ketua Umum DPN APINDO,
5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh



